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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari Bab II dengan mengaitkannya pada rumusan

masalah, maka penulis dapat menyimpulkan hal – hal sebagai berikut :

Bahwa bentuk perlindungan yang diberikan kepada tersangka yang

mengalami tindak kekerasan dalam tingkat penyidikan secara garis besar sebenarnya

telah mendapatkan legitimasi yang kuat dari KUHAP. Pada dasarnya, KUHAP telah

memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, yang dalam hal ini

adalah tersangka dalam proses penyidikan. Dimana telah diatur didalamnya bentuk

perlindungan yang diberikan oleh KUHAP sebagai berikut :

1. Tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang/lebih

penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan,

menurut tata cara yang ditentukan. (Pasal 54 KUHAP).

2. Mekanisme Pra Peradilan.

3. Adanya pembatasan waktu penahanan yang diberikan oleh KUHAP pada setiap

tingkat pemeriksaan untuk menjamin hak tersangka mendapat kebebasan tidak

terabaikan, dalam hal penyidikan penahanan yang diberikan penyidik hanya

berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari, dengan perpanjangan selama maksimal

40 (empat puluh) hari setelah mendapat persetujuan dari penuntut umum
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4. Mekanisme Ganti Kerugian.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka penulis memaparkan saran,

sebaiknya pihak kepolisian menindak tegas para penyidik yang melakukan kekerasan

terhadap tersangka dalam proses penyidikan. Selain itu pemerintah sebaiknya

membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur hak

dan kewajiban tersangka sebagai subyek hukum dan warga negara, yang harus

dilindungi hak asasinya dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam

proses penyidikan. Sehingga permasalahan yang berkaitan dengan tindak kekerasan

yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dapat dikurangi dan pada akhirnya

tidak terjadi lagi.
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